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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. A. YANI NO. 160 TELP (024) 8454990 FAX. (024) 8414205,8313122
SEMARANG — 50138

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
PAC IPNU GABUS
NOMOR : 900/2666
NOMOR : 014/PAC/C/XIV/7354

TENTANG
HIBAH DUKUNGAN PENDANAAN KEGIATAN
PAC IPNU GABUS
TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini senin tanggal enam bulan februari tahun dua ribu dua pulub tiga, bertempat di Semarang, yang
bertandatangan di bawah ini :

I. HAERUDIN, S.H., M.H. . Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa
Tengah, berkedudukan di Kota Semarang, Jalan Ahmad
Yani Nomor 160, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 821.2/14/2020 tanggal 20 Januari tahun
2020, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama
serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. KHAIRUL ANAM : Ketua Pac Ipnu Gabus, berkedudukan di Kabupaten Pati,
HIDAYATULLAH. Kecamatan Gabus Kabupaten Pati Jawa Tengah,
berdasarkan lampiran Surat Keputusan Ketua/Kepala Pac
Ipnu Gabus Nomor 58/PC/SP/X1V/7354/111/22 tanggal
2022-03-22, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas
nama serta sah mewakili Pac Ipnu Gabus, selanjutnya

disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan ProvinsiJawa Tengah (Himpunan
Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

4,  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

6.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7.  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
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Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;

9.  Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 30);

10. Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/1305 tentang
Penerima Hibah Bidang Sosial Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2023.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama — sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing —
masing disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK sepakat mengadakan Peqanjlan Hibah Daerah yang selanjutnya disebut Perjanjian untuk

berikan dukungan pend g PAC IPNU GABUS Tahun Anggaran 2023, dengan ketentuan
sebagai berikut :
Pasal 1
Dana Hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA digunakan untuk dukungan pend: kegi

pada PAC IPNU GABUS Tahun 2023.
Pasal 2

Penggunaan dana hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
digunakan sesuai peruntukan yang telah disetujui.

Pasal 3

Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk dukungan pendanaan Kegiatan PAC
IPNU GABUS Tahun 2023, meliputi :

1. Workshop kan sepirit nasionali
kepada generasi muda di desa gabus
2. Workshop kan sepirit nasionali

kepada generasi muda di desa karaban

Pasal 4

PIHAK PERTAMA menghibahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima hibah dari PITHAK
PERTAMA berupa uang sebesar Rp. { 40,000,000 } yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, dengan kode rekening 5.1.5.5.3.1.02.2721 yang diberikan
pada PAC IPNU GABUS dalam Satu Tahap.

Pasal 5

PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk menggunakan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari
PIHAK PERTAMA.
Pasal 6

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :

NMelak 1 1

a. penggunaan dana hibah daerah sesuai d

g P perundang —

undangan.

b. Mempertanggungjawabkan atas dana hibah yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

c. Menyampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada PIHAK PERTAMA dengan tembusan kepada
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Biro Administrasi
Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah paling lama 1 bulan setelah selesainya kegiatan
penggunaan dana hibah.

d. Apabila pelaksanaan kegiatan penggunaan dana hibah sampai dengan tanggal 31 Desember belum selesai,
maka penerima hibah uang menyampaikan laporan penggunaan dana hibah paling lama 1 (satu) bulan
setelah tanggal 31 Desember dengan menyajikan perkembangan fisik kegi dan sisa uangnya per 31
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Desember.
Pasal 7

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka segala
resiko hukum dan akibat hukum menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Pasal 8
[¢)] Dalamhal PTHAK KEDUA tidak menggunakan dana hibah sebagian atau seluruhnya sesuai dengan
peruntukannya, maka PIHAK PERTAMA dapat membatalkan perjanjian ini secara sepihak yang
diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
2) Pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA wajib
mempertanggungjawabkan dana yang telah digunakan.
Pasal 9
(§3) Penyaluran/penyerahan hibah dari PIHAK PERTAMA kepada pencrima hibah dilakukan setelah

penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

(2) Tata cara penyaluran/penyerahan hibah sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang — undangan.

Pasal 10

(1)  Apabila sampai dengan berakhimya kegiatan pelaksanaan Hibah PAC IPNU GABUS Tahun 2023 masih
terdapat sisa dana hibah pada bendahara belanja hibah PAC IPNU GABUS, PIHAK KEDUA dapat
menggunakan sisa dana tersebut untuk meningkatkan output kegiatan ditahun berikutnya dengan terlebih
dahulu menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Jawa Tengah disertai proposal penggunaan sisa dana hibah.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pad aayat (1) sebagai bahan pertimbangan Gubernur Jawa Tengah dalam
menetapkan kebijakan selanjutnya.

Pasal 11

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023.

Pasal 12

(n Segala perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa yang timbul dari perjanjian ini terlebih dahulu
diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

2) Apabila penyelesaian secara y ah untuk mufakat scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dengan memilih domisili
hukum di Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 13

(€)] Tidak satupun Pihak dikenai tanggungjawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini
sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (force
majeure).

(2) Keadaan kahar termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana
lainnya, makar, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) yang
berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar, PIHAK yang terkena membuat atau
menyampaikan pemberitah tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan

kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar
sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.

Pasal 14
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Dalam hal terjadi perselisihan antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK KETIGA, maka PIHAK PERTAMA
dibebaskan dari segala tuntutan dan sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Pasal 15
Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana
tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) ber i cukup ing — masing punyai
kekuatan hukum yang sama.
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